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PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Rengat  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pulau Gajah, 02 Mei 1974, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 24 Desember 1981, agama

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat  Atas,  tempat  kediaman di  Kabupaten Indragiri

Hulu; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mendengar keterangan  Pemohon di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dalam surat  Permohonannya  tanggal  02 Januari

2020  telah  mengajukan  Permohonan  Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Rgt,

tanggal 08 Januari 2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada

tanggal  23 Juni  2000,  yang dicatat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan bukti

Kutipan Akta Nikah No. 336/92/VI/2000, tanggal 23 Juni 2000; 

2. Bahwa  sesaat  sebelum memulai  akad  nikah  status  Pemohon  adalah

Jejaka dan status Termohon adalah Perawan; 

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal di Sei. Guntung selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah orang

tua Pemohon hingga berpisah; 
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4. Bahwa  selama  menikah  Pemohon  dan  Termohon  telah  bergaul

sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

yang masing-masing bernama sebagai berikut: 

a. ……, tempat tanggal lahir di Sei. Guntung, 10 Januari 2001; 

b. ……, tempat tanggal lahir di Pulau Burung, 26 Februari 2003;

c. ……, tempat tanggal lahir di Rengat 17 Februari 2009;

dan anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon; 

5.  Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara  Pemohon dengan

Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2009 mulai

terjadi  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  sulit  untuk  diharapkan

rukun kembali penyebabnya adalah: 

a. Bahwa Termohon ketika diberikan nafkah oleh Pemohon merasa

kurang; selalu merasa kurang; 

b. Bahwa Termohon jika dinasehati oleh Pemohon suka membantah;

c. Bahwa Termohon tidak suka lagi dengan Pemohon;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada

bulan April  2019 yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah

persoalan ekonomi, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah hingga

sekarang tanpa saling menjalankan hubungan suami isteri;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah

adalah Termohon; 

b. Termohon  dan  Pemohon  sesekali  menjalin  komunikasi,  jika

berhubungan dengan kepentingan anak-anak; 

6. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

terjadi, sudah pernah didamaikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon,

namun tidak menemukan solusi terkait  permasalahan yang dihadapi oleh

Pemohon  dan  Termohon  sehingga  Pemohon  dan  Termohon  cenderung

memilih untuk berpisah/bercerai;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

terjadi, sudah pernah di damaikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon

namun tidak menemukan solusi terkait  permasalahan yang dihadapi oleh
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Pemohon  dan  Termohon  sehingga  Pemohon  dan  Termohon  cendrung

memilih untuk berpisah/bercerai; 

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga

yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan

hati  untuk  mengajukan  permohonan  perceraian  ke  Pengadilan  Agama

Rengat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  yang telah Pemohon sampaikan di atas,

maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya

memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2) Memberikan izin kepada Pemohon  …… untuk menjatuhkan Talak Satu

Raj’i terhadap Termohon …… di depan sidang Pengadilan Agama Rengat; 

3) Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang undangan yang berlaku; 

Subsidair: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang

seadil-adilnya. 

 Bahwa pada hari  persidangan yang telah ditentukan,  Pemohon telah

datang sendiri secara pribadi ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir

di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah;

Bahwa Pemohon  di  persidangan  tanggal  20  Januari  2020,  telah

menyatakan  mencabut  permohonannya  secara  lisan  terhadap  permohonan

yang diajukan Pemohon bertanggal 02 Januari 2020; 

Bahwa Pemohon telah  menyampaikan  kesimpulannya  secara  lisan di

persidangan pada tanggal  20 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan

tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon

agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  cukuplah  Majelis

Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah

memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  datang  menghadap  dan  telah

mengemukakan  haknya  dipersidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  hadir  ke

persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak

ada mengajukan eksepsi;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  pencabutan

permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon tanggal 02 Januari 2020

secara lisan di persidangan tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  masalah  dalam perkara  ini  adalah

Pemohon  mengajukan  permohonan  pencabutan  permohonan  Pemohon

sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  mengajukan  permohonan

pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka

Majelis  Hakim  berpendapat  berdasarkan  Pasal  271  Rv.,  yang  menyatakan

pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari

Termohon,  oleh  karenanya  permohonan  pencabutan  permohonan  yang

diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa  oleh  karena  Pemohon  mencabut  permohonan

Pemohon telah dicabut, maka berdasarkan Pasal 89 ayai (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  semua  biaya  perkara  ini

dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

25/Pdt.G/2020/PA.Rgt dari Pemohon.
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2. Memerintahkan  Penitera  Pengadilan  Agama  Rengat  untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan  kepada  Pemohon untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian  penetapan ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim  yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020

Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami

Drs. Syarkasyi, M.H.  sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A. dan Drs. H.

Nur Al Jumat, S.H, M.H.,  masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

oleh  Misbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A.

            

            Ketua Majelis,

            Drs. Syarkasyi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.
                Panitera Pengganti,

                Misbar, S.Ag.
Perincian biaya:

1.  Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

2.  Biaya Proses Rp50.000,00

3.  Biaya Panggilan Rp240.000,00

4.  Biaya PNBP Panggilan Rp20.000,00

5.  Biaya Redaksi Rp10.000,00

6.  Biaya Meterai                                 Rp6.000,00       
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      Jumlah            Rp356.000,00     

       (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)         
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